
LEMBARAN DAERAH KAB.UPATEN PATI

TAHUN 2OOO NOMOR 89

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 5 TAHUN 2OOO

TENTANG
PEMBENTU KAN ORGANISASI

SEKRETARIATDEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a

BUPATI PATI

bahwapelaksanaanOtonomiDaerahharuslebihmeningkatkan
peran dan fungsi Badan Legislatif Daerah, baik sebagai fungsi

legislatif, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas

penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

bahwa sekretariat DPRD merupakan unsur pelayan terhadap

DPRD yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan

secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah ;

bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan Sekretariat DPRD'

dipandangperlumelakukanpenataankembal.i**'su.rrar*

b.

c.
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d.

Organisasi dan Tata'Kerja S'ekretariat DPRD ;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TinEkat ll Pati

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan

Penruakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat ll Pati Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perubahan

Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Keria Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat felan
penrakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati

sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, untuk itu

perlu diganti demgaii Psraturan Daerah baru ;

bahwa sehuburEan'hufuf a,b'c dan d tersebut diatas perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan

Organisasi s€l$Btd ,,,l]qqAn Penrakilan ' Rakyat Daerah

Kabupaten Pati.

'"t '

undaagpuiidangNomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

DaeraF.dieruh Kabupaten Dalain Lingkungan Propinsi Jawa.:..
TengatrtEeriia Negara Tahun t9SO )1_

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 )

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43

Tahun 1999 tentang Perub'ahan Atas Undang-undang Nomor 8

Tahun 1974' tentang Pokok-9okok Kepegawaian ( Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3890 ) ;

undang,undang.'Nom6r 22 1ahurl 1999 tentang Pemerintahan

Daerah ( Lembaran'Negara Republik lndonesia Tahun 1999

e.

Mengingat : 1.

2.
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4.

5.

7.

8.

I

Nomor,60r, Tar$bahan Lembaran Negara Nomor 3849 ) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Kzuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran

Negara Repub{ik lndonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambatuan

Lembaran Negara Nomor 3B4B);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pernerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai

Daerah Otonom ( Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun

2OOO Nornor 54' Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952,) ;

Peraturan Ferinerietah NolTor 84 Tahun ?000 tentang Pedoman

Organisasi Perangl€t Daerah ( Lembaran Negara Repubiik

lndonesia Tahun 2000 Nomor 165 ) ;

Keputusan Pre$iden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik

Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk

Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan

Pemerint?hi .dan Rancgngan Keputusan Presiden ( Lembaran

Negara Repubtik kidonegia Tahun 1999 Nomor 70 ) ;

l(eputusa#' De\i,arT,rPenrakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati

tanggal 21 Desember 2000 Nomor 13 / KEP / 2000 tentang

Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Pati tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat

Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi Sekretariat

-. t .-

Fati. PentGn-tu*ii iffintsasi rcec _ dan t(elurldlai

Kabupaten Pati.
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Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN

PERWAKILAN RAKAT DAERAH KABUPATEN,PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pati ;

c. Bupati adatah Bupati Pati ;

d. WakilEupati adalah Wakil Bupati Pati ;

e. Pimpinan Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disebut Pimpinan Deq9n, adalah Pimpinan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah'Kabupaten Pati ;

f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

DPRD adalah Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati

g. Sekretariat Dewan,Perwakilan Rakyat Daerah Yang selanjutnya

disebu! , Se,1r,elariat DeWan adalah Sekretariat Dewan

Perwakilan,,Rakyat Dae,i:qh Kabupaten Pati ;

h Sekretaris'Dewa.n' Perwaniian, R-akyat Daerah yang selanjutnya

dlsebut' Sbkretaris Oe*an'aOatah,: Sekretaris Dewan Perwa kila n

RalcYat,Daeroh'Kabupaten Pati:;
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Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak.seseorang Pegawai

Negeri Srpil Dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan

tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan

tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk orrganisasi sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

('l) Sekretariat Dewan adatah unsur staf yang membantu DPRD

dalam menyelenggarakan tugas kewenangannya dan kewajiban-

nya.

(2) Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi

syarat atas persetujuan Pimpinan Dewan.

(3) Sekretarrs Dewan dalam melaksanakan tugasnya berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Prmpinan Dewan.

(4) Sekretaris Dewan dalam . menjalankan fungsinya dapat

menyediakan tenaga ahli untuk membantu anggota Dewan

dalam menjalankan tugasnYa
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(5) Penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal

ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos

DPRD.

(6) Anggaran Belanja Sekretariat Dewan ditetapkan dengan

Keputusan DPRD dan dicantumkan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Sekretariat Dewan mempunyai tugas pokok melaksanakan segala

usaha dan kegiatan dalam rangka pengadaan ketatausahaan,

kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, hubungan maSyarakat

dan dokumentasi Dewan.

Pasal 5

Untuk rnenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Dewan mempunyai

fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh

penyelenggataan tugas Sekretariat Dewan ;

b. penyusunan rencana, penelaahan dan pengkoordinasian

perumusan kebijakan Pimpinan Dewan ;

c. pengolahan urusan tata usaha, urusan dalam, :kepegawaian,

perlengkapan dan pembekalan Dewan ;

d" penyiapan bahan rapat, pembuatan risalah, perumusan konsep

dan menghimPun Produk Dewan ;

e. Penyusunan rencan?: anggaran, pemeriksaan / penelitian dan

'pembuftuan keuangan Dewan ;

f . penyiapan,$.e{ti.eb.tlgga{-€an hubungan fiEsyarakat, pela ksa n a'

an:do\irmeil*i9i;, fa ::Oan.keprotbkolan'Serta,pengelolaan
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perpustakaan Dewan ;

g pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional ;

h. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Dewan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan terdiri dari :

a. Sekretariat Dewan ;

b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1 Sub Bagian Umum ;

2. Sub Bagian Keuangan ;

3. Sub Bagian Dokumentasi, Publikasi dan Santel.

c. Bagian Rapat dan Risalah terdiri dari :

1. Surb Bagian Rapat t 
,

2. Sub Bagian Risalah dan:Perundang - undangan.

d. Keiompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung
jawab kepada Pimpinan Dewan.

(3) Kepala Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris Dewan.

(4) Kepala Sub Bagian beradaidibawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bagiannya masing - masing.

(5) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh ten:aga fungsional

senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada

Pimpinan Dewan melalui Sekretaris,Dewan. ,' '

(6 ) Bagan Organisasi Sekretariat Dewan seba,gaimanar.rtereantr-lm

dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
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Peraturan Daerah ini

Bagian Kesatu

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, administrasi

perjalanandinas,baranginventaris,keamanan'keuangan,
perlengkapan dan perbekalan kendaraan dinas DPRD.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai

fungsi :

a. Pelaksanaan urusan surat - menyurat, kearsipan, pengadaan,

administrasi kepegawaian, administrasi perjalanan dinas dan

perpustakaan ;

b. pelaksanaan urusan rumah tangga, penyiapan fasilitas rapat,

pengurusan dan pemeliharaan rumah dinas, gedung kantor,

mess dan barang inventaris lainnya serta keamanan ;

c. penyusunan anggaran, pemeriksaan i penelitian anggaran,

mengirdministrasikan penerimaan / pengeluaran keuangan,

d. pengaturan dan pemeliharaan perlengkapan dan perbekalan

kendaraan dinas ;

e. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberrkan oleh Sekretaris

Dewan

t
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Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum ;

b. Sub Bagian Keuangan ;

c. Sub Bagian Dokumentasi, Publikasi dan Santel.

Bagian Kedua

Bagian Rapat dan Risalah

Pasal 10

Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas pokok menyiapkan

urusan tata tempat, undangan, administrasi, mengumpulkan,

mengkaji dan menyiapkan pembuatan risalah serta merumuskan

dan meng-himPun Produk DPRD.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Pasal 1O Peraturan Daerah ini, Bagian Rapat dan Risalah

mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan urusan rapat :

b. penyiapan, pembuatan undangan dan pendistribusian bahan

untuk raPat ;

c. pengadaan bahan untuk rapat, penyiapan resume hasil rapat

dan pengumpulan bahan pembuatan risalah rapat ;

d pengkajian, perumusan dan penghimpunan sernua produk

DPRD i

e pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh'sekretaris
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Dewan.

Pasal 12

Bagian Rapat dan Risalah terdiri dari

a. Sub Bagian Rapat ;

b. Sub Bagian Risalah dan Perundang - undangan

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Uraian tugas Sekretaris Dewan, Kepala Bagian, dan Kepala sub

Bagian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Sekretariat Dewan

ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kelentuan

peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal '17

Tata laksana pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan diatur lebih

lanjut dengan KePutusan BuPati.
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati Nomor 7 Tahun 1992 tentang

susunan organisasi dan Tata Kerja sekretariat wilayah /.Daerah

dan sekretariat Dewan Perwakifan Rakyat Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat ll Pati, yang telatr dirubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati Nomor 7 Tahun 1994

tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat ll Pati Nomor T Tahun 1992 tentang susunan organisasi

dan Tata Kerja sekretariat wilayah I Daer:ah dan sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll

Pati dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan

Daerah ini dinyatakan tidak berlaku'

Pasal 19

Hal - hal yang beltrm diatur dalam Peraturan Daerah ini' sepanjang

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya' dalam

Lembaran Daerah KabuPaten Pati,
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. PENJELASAN

ArAS *::,' ' 
:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI .;: :

NOMOR 5 TAHUN 2OOO

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN PATI

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang - undang Nomor 22Tahun 1999 tentang Pemerintaha:

Daerah dinyatakan bahwa pelaksanaan otonomi Daerah secara lebih luas

diselenggarakan oleh Daerah Kabupaten / Kota.

Sesuai dengan perkembangan keadaan dalam rangka pelaksanaan

otonomi, maka diperlukan adanya penyesuaian struktur organisasi I

kelembagaan di Kabupaten / Kota.

Sekretaris Dewan yang merupakan unsur pelayan terhadap DPRD, maka

guna menyesuaikan pelaksanaan otonomi Daerah, organisasi Sekretariat Dewan

yang ada perlu disesuaikan dan diatur serta ditetapkan .Organisasi Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

1. Pasal 1 : Cukup jelas

2. Pasal 2 s/d Pasal 20 , Cukup jelas.
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